BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan kinerja tahunan yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Sehubungan dengan itu maka penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya untuk menyelenggarakan good governance, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja ini menguraikan pencapaian tujuan dan  sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. 
Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat  Nomor 82 tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
1.2 Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerinahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat. 

Esensi Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Demokratisasi dan transparansi dalam pembangunan dilakukan melalui pemberian wewenang secara proforsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan.

1.3 Tugas dan Fungsi DINAS PMD 

1. TUGAS
Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dapat diuraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tugas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa. Adapun rincian dari tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

· Tugas  Sekretariat :

a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Program Dinas.
b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas. 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas. 

e. menyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, menyusun Laporan Kinerja, RENSTRA/RENJA, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjP).
h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

· Tugas Bidang Pemerintahan Desa/Nagari :

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kelembagaan dan Pemerintahan Desa/Nagari, keuangan dan aset Desa/Nagari, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Desa/Nagari.
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari.
c. menyelenggarakanpengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari.
d. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Nagari.
e. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatkan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Desa/Nagari;
f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan Desa/Nagari.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

· Tugas Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat :

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
e. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
f. menyelenggrakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
· Tugas Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna : 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam  dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
d. menyelenggarakan pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
e. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

· Tugas Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan: 

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

b. menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan bahan koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan serta Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
c. menyelengarakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, dan kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kerjasama dan Pembangunan kawasan perdesaan.
f. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) FUNGSI
Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
c. pembinaan dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
d. pelaksanaan kesekretariatan dinas.
e. pelasanaan tugas di bidang pemerintahan desa/nagari, kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kelembagaan adat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan.
f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dari sekretraiat dan masing-masing bidang, maka sekretariat dan bidang yang ada pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat mempunai fungsi :

· Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan koordianasi perencanaan dan program Dinas.
b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas. 
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
· Bidang Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan pemerintahan Desa/Nagari; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang keuangan dan asset Desa/Nagari;

c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat Desa/Nagari; kelembagaan dan pemerintahan Desa/Nagari.
· Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat; 

c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat. 
· Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan  Pangan dan Pemasaran.
· Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perencanaan Pembagunan Kawasan Perdesaan;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan;

c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
1.4  Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
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1.5  Sumber Daya Manusia
Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang berkompeten yang mampu berkiprah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas maka sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 57 orang (keadaan 31 Desember 2017). Sebagai gambaran umum Sumber Daya manusia (Aparatur) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1
Data Pegawai Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat

Menurut Golongan :

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH
	PRESENTASE
	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	IV
	13
	23%
	

	2
	III
	32
	56%
	

	3
	II
	11
	19%
	

	4 
	I
	1
	2%
	

	
	Jumlah
	57
	100
	


Tabel. 1.2

Data Pegawai Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat

Menurut Pendidikan :

	NO
	PENDIDIKAN
	JUMLAH
	PRESENTASE
	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pasca Sarjana / S2
	12
	21%
	

	2.
	Sarjana / S1
	23
	40%
	

	3.
	Sarjana Muda / D3
	4
	7%
	

	4. 
	SLTA
	16
	28%
	

	5.
	SLTP
	2
	4%
	

	6.
	SD
	-
	-
	

	
	Jumlah
	57
	100
	


Tabel. 1.3

Data Pegawai Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat 

Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

	NO
	JENIS DIKLAT
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	SPAMEN / Pim Tk.II
	2
	

	2.
	SPAMA/ / Pim Tk.III
	7
	

	3.
	ADUM / Pim Tk. IV
	15
	


1.6 Analisis Perkembangan Stratejik 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan; (3) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat; (5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik Provinsi maupun kabupaten dan kota; (6) Mengutamakan peranserta masyarakat dari pada peran pemerintah; (7) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pusat dan kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut :

· Kondisi Saat Ini

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 :

a. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan dalam membangun Desa/Nagari dan Kelurahan, hal ini terlihat dari: 
1) Kurangnya sosialisasi kepada lembaga teknis, stakeholders dan masyarakat tentang Peraturan yang terkait dengan memberdayakan masyarakat  dan Desa/Nagari sebagai basis pembangunan.
2) Rendahnya partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa.

3) Kurang difungsikannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses pembangunan partisipatif.

4) Rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di masing-masing Desa/Nagari dan Kelurahan sebagai motivator pembangunan.

5) Kurang komitmen dari OPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, stakeholders dan perantau dalam menidaklanjuti hasil kajian dan alternative treatment di Nagari dan Kelurahan Prioritas.
b. Masih lemahnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Adat, hal ini terlihat dari:
1) Kurangnya pemanfaatan Forum Komunikasi BPN, Wali Nagari dan musyawarah nagari untuk keterpaduan pembangunan ditingkat Nagari. 

2) Kurangnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga.

3) Masih rendanya pemberdayaan anak sekolah SD/MI melalui program PMT-AS. 

4) Kurangnya pembinaan dan revitalisasi posyandu.

5) Kurangnya pemberdayaan usaha ekonomi kelompok PKK (UP2K-PKK)

6) Aspirasi dari BPN kurang terakumulasi dan belum bisa mengaktualisasikan keberadaannya dalam bentuk forum yang resmi. 

7) Peran dan fungsi kelembagaan Adat yang ada di Desa/Nagari belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

c. Lemahnya Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari dan Kelurahan, hal ini terlihat dari:
1) Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
2) Kurangnya perhatian Aparatur terhadap peningkatan usaha ekonomi keluarga dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga.
3) Lemahnya kemampuan/kapasitas lembaga perkreditan simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat dalam mendorong berkembangnya usaha mikro.

4) Masih adanya pasar Nagari yang pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintahan Nagari, serta rendahnya kompetensi pengelola terhadap Manajemen Pasar Nagari, sehingga masih belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

5) Kurang akuratnya data tentang potensi SDA dan SDM Nagari karena kurangnya kualitas SDM aparatur pengelolanya.

6) Belum adanya peningkatan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial antar beberapa Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat.  

7) Belum tertatanya Keuangan dan Aset Nagari

d. Kurangnya kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan penguasaan Teknologi Tepat Guna, hal ini dapat dilihat dari:

1) Belum teridentifikasi dan terinventarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi.
2) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai Peta Teknologi Tepat Guna (TTG), sehingga kesulitan data dalam perencanaan jenis teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
3) Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan Teknologi Tepat Guna sehingga belum mampu menunjang penguatan ekonomi masyarakat

4) Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Desa/Nagari dan Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan Nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvesional/tradisional.

5) Terbatasnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam mendapatkan data-data dalam pengembangan wilayah pesisir pantai dan belum terpeliharanya fasilitas umum yang telah di bangun oleh pemerintah baik sumber dana APBN/APBD/maupun bantuan dari luar negeri.

6) Terbatasnya sarana informasi dan komunikasi tentang aspek-aspek Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

7) Kegiatan program pembangunan untuk memberdayakan Nagari sebagai basis pembangunan hanya menjangkau sebagian Nagari. 
e. Program Penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis Desa/Nagari dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.
1) Intergrasi dan sinkronisasi Program Antar OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta dan Stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yang mengindikasikan Program/Kegiatan OPD masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga dengan tidak adanya sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan terhadap masyarakat miskin, mengakibatkan Program yang diterima masyarakat bukan berdasarkan kepada kebutuhan (Alternative Treatment) sehingga tidak menyentuh terhadap akar permasalahan kemiskinan.
· Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

a. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan Agenda Prioritas yang dikenal dengan “Nawa Cita”, pada Cita ke 3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, diharapkan uang akan banyak beredar di Pedesaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat, sehingga Program kegiatan akan benar-benar menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
b. Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dalam menjalankan pembangunan serta terwujudnya peningkayan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan; 
c. Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan guna memajukan Desa/Nagari dan Kelurahan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat.
d. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perdesaan serta penguatan kelembagaan pasar Nagari dan penguatan lembaga pangan masyarakat Desa.
e. Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta termanfaatkanya Sumbar Daya Alam secara optimal.
f. Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan Nagari/Desa Tertinggal dengan penguatan perekonomian masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan antar OPD Provinsi, Kab/Kota, Staholders dan Perantau.
1.7  SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1  RENCANA STRATEGI
Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, yang sebelumnya berbentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat namun karena keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka harus melakukan penyesuai terhadap tujuan, sasaran, program dan kegiatan di renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat. 
 Perubahan Renstra Dinas PMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD, mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJP), yang berorientasi pada hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tujuan antara lain :

1. Terwujudnya tata Pemerintahan Desa/Nagari yang baik, bersih dan transparan.
2. Terwujudnya kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai mitra bagi Pemerintah Desa/Nagari dan Kelurahan
3. Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat Pedesaan. 
4. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam melalui peran aktif Kelompok Masyarakat yang termanfaatkan
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Sedangkan sasaran atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemerintahan Desa yang berkualitas

2. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat Pedesaan

4. Meningkatnya pendayagunaan SDA dan TTG di Pedesaaan

5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Berikut hubungan keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra Dinas PMD tahun 2016-2021 :
	Misi RPJMD
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Program Pokok

	Misi 1 

Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
	Tujuan 2 :

Penguatan Kelembagaan Agama dan Adat
	Sasaran 1 :

Menguatnya Lembaga Agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
	Strategi :

Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam kehidupan 
	1. Pemberdayaan Kelembagaan Adat 


	Misi RPJMD
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Program Pokok

	Misi 2 

Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih dan Profesional
	Tujuan 2 :

Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih, transparan dan akuntabel
	Sasaran 1 :

Meningkatnya Transparansi dan akuntabillitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Strategi :

Melakukan penyempurnan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/kelurahan
	1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
2. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Nagari
3. Penguatan kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat
4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan



	Misi 3 :
Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Cerdas,Sehat Beriman,Berkarakter dan Berkualitas Tinggi
	Tujuan 4:

Meningkatkan Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna
	Sasaran 1 :

Meningkatkan Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Strategi  :

Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan
	1. Pengembangan Teknologi Tepat Guna

	Misi 4 :
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah
	Tujuan 5 :

Menutunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
	Sasaran 1 :

Menurunnya jumlah penduduk miskin
	Strategi :

Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan dan penanganan daerah tertinggal
	1.  Penanggulangan Kemiskinan
2.
Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha



2.2 PERJANJIAN KINERJA SKPD
Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.  

Target dari indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan. 

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2017 ditetapkan pula perjanjian kinerja perangkat daerah secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada direnstra.

Program yang telah ditetapkan pada tahun 2017 di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 13 Program, yang nantinya program tersebut akan mendukung pencapaian target-target sasaran strategis yang telah di tetapkan di Perjanjian Kinerja Tahun 2017. 

Berikut perjanjian kinerja Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.
Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS PMD 

TAHUN 2017
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET

	1.
	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas
	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor  81 Tahun 2015
	60%

	2.
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
	Lembaga kemasyarakatan yang aktif :

· Posyandu mandiri

· LPM

· KAN
	· 1.719 posyandu

· 84 %

· 35 %

	3.
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
	· Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang aktif
	40%

	
	
	· Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk
	2 kawasan

	4.
	Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan
	· Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan
	75%

	
	
	· Persentase alat TTG yang dimanfaatkan Masyarakat
	50%

	5.
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
	· Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

· persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
	· BB

· 95%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

alam rangka mewujudkan prinsip good governance, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Perangka Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dilaksanakannya kepada pemberi amanah (stakeholder). Diharapkan laporan kinerja ini mampu menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. 
Melalui media laporan kinerja ini kepala perangkat daerah melaporkan mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka, dan salah satunya akan tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang mereka gunakan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri dalam menilai keberhasilannya.

3.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017. 

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional (jika ada). 

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

4. Analisis atau efiensi penggunaan sumber daya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. 

3.1.1  Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi : 

· Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : 

	Tingkat capaian
	=
	realisasi
	X 100%

	
	
	target
	


· Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : 

	Tingkat capaian =
	
	( 2 x target) – realisasi
	
	X 100%

	
	
	target
	
	


Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut.
Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja 

	NO
	KLASIFIKASI
	PREDIKAT

	1.
	85% - 100 %
	Sangat Baik

	2.
	69 % -  84 %
	Baik

	3.
	53%  -  68 %
	Cukup

	4.
	<  53 %
	Gagal


3.1.2   Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
	60%
	60%
	100


	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan


	Lembaga kemasyarakatan Yang aktif:

· Posyandu Mandiri
	1.719
	1.916
	111

	
	
	· LPM
	84%
	84%
	100

	
	
	· KAN
	40%
	50%
	125

	3.
	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan


	· Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan  yang aktif
	40%
	44%
	110

	
	
	· Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk
	2 kawasan
	2 kawasan
	100

	4.
	Meningkatnya pendayagunaan SDA dan TTG di Pedesaaan


	· Jumlah sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan
	75%
	79%
	105

	
	
	· Persentase alat TTG yang dimanfaatkan masyarakat
	50%
	60%
	120

	5.
	Meningkatnya tata kelola organisasi


	· Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
	BB
	BB
	75

	
	
	· Persentase capaiana fisik dan keuangan  pelaksanaan Program dan Kegiatan
	95%
	98%
	103


Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, rata-rata capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indicator kinerja yang ada di tahun 2017 adalah sebesar 104 %  dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.
3.1.3   Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2, selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran :


Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
	60 %
	60 %
	100


Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 81 tahun 2015 dimaksudkan untuk :
a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
b. mengetahui  tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan dari evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember pada tahun berjalan.
Indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 merupak indicator baru yang muncul pada perubahan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2017 mempunyai target untuk menaikan status Perkembangan Desa/Kelurahan sebesar 60%, dengan penghitungan realiasasi indicator kinerja sebagai berikut :
	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
	=
	528
880
	x 100% = 60%


Keterangan :

1) Realisasi Jumlah Nagari Cepat Berkembang.
2) Jumlah Nagari se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra. 
Berbagai upaya dan program serta kegiatan untuk menaikan status perkembangan desa secara berkesinambungan terus dilakukan. Dukungan dari seluruh pihak terkait, baik dari aparatur, perangkat Desa/Nagari dan BAMUS terus diupayakan untuk mendorong tercapainya sasaran ini. 

Untuk mencapai sasaran dimaksud dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari, yang kegiatannya antara lain berupa Bimbingan teknis bagi perangkat Nagari dan Bamus, serta pembinaan penyusunan Profil Nagari/Desa untuk Kemudian di evaluasi dan dilihat status perkembangan Desanya pada kegiatan perlombaan Nagari/Kelurahan se Sumatera Barat, dengan dukungan dana sebesar Rp.4.668.894.119,-  direalisasikan sebesar Rp.4.466.706.200,- atau 95,67%.
Secara keseluruhan untuk pencapaian target sasaran tidak ditemui masalah, namun beberapa langkah strategis yang telah ditempuh diantaranya adalah :

1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi Aparatur maupun Wali Nagari se Sumatera Barat, hal ini dikarenakan masih rendahnya SDM aparatur Pemerintahan Nagari dan Wali Nagari dalam pengelolaan dana desa dan dalam mendukung pencapaian target.

2) Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa/Nagari yang kinerjanya masih rendah.

3) Melakukan pelatihan bagi tenaga Pendamping P3MD dalam rangka menjaga peruntukan dana Desa agar tepat sasaran dan akuntabel.

Hal ini harus dilakukan secara seksama dan berkelanjutan demi pencapaian target yaitu peningkatan status Desa/Nagari, kemudian seiring dengan perkembangan Nagari, harus adanya aturan yang melekat langsung pada Nagari/Desa yang ditindaklanjuti oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah tentang Nagari yang kemudian terus di sempurnakan seiring dengan Perkembangan Nagari.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Lembaga kemasyarakatan yang aktif :

· Posyandu Mandiri
	1.719
	1.916
	111%

	
	· LPM
	84%
	84%
	100%

	
	· KAN
	40%
	50%
	125%


Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakat yang memiliki tiga indicator kinerja bila dirata-ratakan adalah sebesar 108%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. 
Indicator kinerja lembaga kemasyarakat yang aktif terdiri dari 3 (tiga) target kinerja dapat dijelaskan satu persatu sebagai sebagai berikut :

1. Posyandu Mandiri, dengan target yang ditetapkan sebesar 1.719, terealisasi pada tahun 2017 sebanyak 1.916 Posyandu Mandiri. 
Berdasarkan tingkatan kemandiriannya posyandu dapat dikelompokan menjadi 4 tingkatan yaitu : 
a) Posyandu Pratama

b) Posyandu Madya

c) Posyandu Purnama

d) Posyandu Mandiri

Pada tahun 2016 terdapat 1.714 jumlah posyandu mandiri, di tahun 2017 meningkat menjadi 1.916 posyandu mandiri. Peningkatan yang cukup tinggi ini dikarenakan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya akan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak. Karena untuk mencapai tingkat posyandu mandiri salah satunya adanya dana sehat, dimana dalam pengelolaan posyandu tersebut dananya bersumber dari swadaya masyarakatan sendiri.

Dalam mencapai target posyandu mandiri tersebut, didukung oleh 2 program yaitu program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari dan program Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dengan dukungan dana sebesar Rp.3.774.850.879,- direalisasikan sebesar Rp.3.745.925.017,- atau 99,2%.
Secara keseluruhan untuk pencapaian target diatas tidak ditemui masalah, namun beberapa langkah strategis yang telah ditempuh diantaranya adalah :

a. Pelatihan penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
b. Temu Kader Posyandu Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat 

c. Penilaian Kader Lapangan Posyandu Berprestasi Tk. Prov. Sumbar.
2. LPM yang aktif, dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 84% terealisasi sebesar 84%. 
Salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjadi mitra kerja pemerintah adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Adapun realisasi untuk indikator kinerja persentase LPM yang kelembagaannya aktif adalah sebagai berikut :

	Persentase LPM yang aktif
	=
	1.112
1.324
	x 100% = 84%


Keterangan :

1) Realisasi jumlah LPM yang kelembagaannya aktif 
2) Jumlah LPM se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra 
Dari 1.324 jumlah LPM yang ada se Sumatera Barat mulai dari LPM Nagari/Kelurahan, DPC Kecamatan dan DPD LPM Kabupaten/Kota serta DPD Provinsi Sumatera Barat, LPM yang kelembagaannya aktif tahun 2017 sebanyak 1.112 LPM. Untuk pencapaian indikator tersebut didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang tercantum pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Sumbar, dimana dana yang digunakan untuk kegiatan sebanyak Rp. 600.000.000,- dan terealisasi sebanyak  Rp. 588,040,617,- atau 98,01 %.                    
Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas dilakukan upaya-upaya strategis antara lain pentingnya meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengurus LPM guna meningkatkan peran LPM yang mandiri, transparan dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) DPD LPM Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh perwakilan pengurus LPM Kabupaten/Kota. 
Dalam pencapaian Sub Indikator LPM aktif, beberapa langkah strategis telah dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan kemapuan dan wawasan pengurus LPM Nagari/Kelurahan, tingkat kecamatan maupun ditingkat Kabupaten/ Kota melalui sosialisasi dan pelatihan/bimtek.
2) Melakukan pembinaan yang intensif baik oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, maupun oleh pengurus DPD LPM Provinsi Sumbar.
3) Melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) LPM secara rutin dan berkala dalam rangka menyamakan persepsi serta penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
3. KAN yang aktif, dengan target indicator kinerja yang ditetapkan 40% terealisasi 50%.

Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.


KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Demi terjaganya kelestarian adat dan berdaya nya Lembaga Adat  maka dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Sumbar bertugas menjaga peran aktif Lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat, dari Jumlah 544 KAN yang ada di Sumatera Barat, pada tahun 2017 KAN yang aktif sebanyak 273.


Realisasi indikator kinerja persentase peran aktif lembaga KAN adalah sebagai berikut :
	Persentase peran aktif lembaga KAN  
	=
	273
   544
	x 100%     =   50%


Keterangan :

1) Realisasi jumlah lembaga adat aktif 
2)  Jumlah lembaga adat se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun  renstra 
Untuk mencapai kinerja tersebut diatas dilakukan upaya-upaya strategis antara lain melaksanakan rapat koordinasi pelestarian nilai adat yang dihadiri oleh Ketua KAN dan Ketua LKAM se Sumatera Barat. 
Untuk mencapai sasaran indicator kinerja meningkatnya peran aktif lembaga KAN diatas didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat, dengan dukungan dana sebesar Rp.2.150.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 2,107,159,020,- atau 98,01%.
Secara keseluruhan untuk pencapaian target indicator ini tidak ditemui masalah. Beberapa langkah strategis yang telah ditempuh untuk pencapaian target indicator ini diantaranya adalah :
1) Meningkatkan kemapuan dan wawasan Pemuka Adat perihal penguatan kelembagaan dan Pemberdayaan Kelembagaan KAN dan LKAAM melalui sosialisasi dan pelatihan.
2) Menyusun Rancangan Pilot Project Nagari Adat, yang kegiatannya akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang aktif 
	40%
	44%
	110

	2
	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk
	2 kawasan
	2 kawasan
	100


Sasaran meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan, mempunyai 2 (dua) indicator kinerja, sebagai berikut : 
1. Indikator kinerja Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif dengan persentase capaian sebesar 110%, dengan kategori keberhasilan pencapaian indicator ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 40% terealisasi sebesar 44%. Dimana dari 885 Jumlah Lembaga Ekonomi yang ada se Sumatera Barat, pada tahun 2017 terdapat 393 Lembaga Ekonomi yang telah aktif .

Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah  Lembaga Ekonomi yang telah aktif yaitu sebanyak 393 Lembaga Ekonomi dengan jumlah Seluruh Lembaga Ekonomi  se Sumatera Barat yaitu 885 Lembaga Ekonomi.
Realisasi indikator kinerja Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang aktif adalah sebagai berikut :

	Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang aktif
	=
	393
    885
	x 100%  = 44%


Keterangan :

1) Realisasi jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat yang aktif.
2) Jumlah Lembaga Ekonomi Masyrakat se Sumatera Barat yang ditetapkan pada awal tahun renstra.
Untuk mencapai Indikator Sasaran Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang aktif didukung oleh Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Program Penanggulangan kemiskinan dan Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan dana pendukung sebesar Rp. 863.014.370,- direalisasikan sebesar Rp.778.406.111,- atau 90,2%.
2. Capaian indikator kinerja Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Terbentuk  adalah sebesar 100%, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 2 Kawasan terealisasi sebanyak 2 kawasan. 
Indikator sasaran ini merupakan Indikator baru yang ada di Perubahan Renstra Dinas PMD, penyusunan target dihitung secara kuantitatif. Adapun 2 kawasan yang terbentuk antara lain :

· Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lunang, pada Nagari Lunang (Kawasan Peternakan Sapi)
· Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, Nagari Lawang (Kawasan Perkebunan Tebu).
Dalam pencapaian Indikator diatas, beberapa langkah strategis telah dilakukan antara lain:
a. Melakukan pembinaan sosialisasi dan pelatihan kepada pengurus lembaga ekonomi di perdesaan.
b. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pengembangan lembaga ekonomi di perdesaan.

c. Melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap kawasan Perdesaan.
Untuk mencapai Indikator tersebut diatas didukung oleh Program Penanggulangan kemiskinan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari dan Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan dana pendukung sebesar Rp. 1.804.814.725,- direalisasikan sebesar Rp.1.774.155.528,- atau 98,3%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan.
	75%
	79%
	105

	2.
	Persentase alat TTG yang dimanfaatkan masyarakat
	50%
	60%
	120


Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan TTG di Perdesaan mempunyai 2 (dua) indikaor kinerja yaitu :

1. Capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan adalah sebesar 105, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik.
Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah sarana dan Prasarana SDA yang dimanfaatkan yaitu sebanyak 1000 sarana yang termanfaatkan dengan jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana SDA yang dimanfaatkan yaitu 1261 Sarana.
Realisasi indikator kinerja Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

	Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan
	=

=
	1.000 Sarana   x 100%
1.261 Sarana

79%


Keterangan :

1) Realisasi Jumlah Sarana yang termanfaatkan
2) Jumlah Sarana yang ditetapkan pada awal tahun Renstra.
Dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana SDA yang dikelola oleh masyarakat mengacu kepada Pedoman Umum Pengelolaan Fasilitas Umum di Lingkungan Permukiman Masyarakat (sesuai dengan surat Mendagri Nomor : 413.5/1884/SJ tanggal 22 Agustus 2006).

Dalam pencapaian indicator tersebut diatas, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

a) Melakukan pembinaan dan sosialiasai juga koordinasi terhadap sarana dan prasarana serta kepada kelompok pengelola, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pengelola kelembagaan baik pengelola pamsimas maupun pengelola fasilitas umum berbasis masyarakat yang berkelanjutan, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan akses penduduk perdesaan terhadap air minum dan sarana prasarana.
b) Adanya peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana SDA di Desa/Nagari/Kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota.
Untuk mencapai Indikator tersebut diatas didukung oleh Program Penanggulangan kemiskinan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari dan Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan dana pendukung sebesar Rp. 300.864.169,- direalisasikan sebesar Rp. 289.406.075,- atau 96,2%.
2. Capaian indikator kinerja Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan adalah sebesar 120, dengan kategori keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sangat baik.
Target indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah  Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan  yaitu sebanyak 12 alat yang termanfaatkan dengan jumlah seluruh inovasi TTG yaitu 12 alat.
	Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan
	=

=
	12 Alat   x 100%
20 Alat
60%


Keterangan :

1)  Realisasi Jumlah Inovasi TTG yang termanfaatkan

2) Jumlah Alat Inovasi TTG tahun berjalan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam hal ini yang dipromosikan adalah potensi yang dimiliki. Tekonologi Tepat Guna yang di promosikan dalam arti tepat sasaran, tepat kegunaan, tepat kebutuhan dan tepat kemampuan dari masyarakat penggunanya.
Pada tahun 2017, dari 20 alat yang mengikuti lomba TTG, terdapat 12 alat yang dimanfaatkan masyarakat antara lain : (1) Alat pengusir burung (2) Paraut lidi (3) Alat minum puyuh sederhana (4) alat pencabut ubi kayu (5) alat uji elektrolit tanah (6) alat pompa air tenaga gravitasi (7) penggoseng kacang tanah (8) pompa air tenaga angin (9) alat pengembur tanah (10) PLTMH menggunakan turbin cross flow (11) alat pengering ikan (12) mesin pembuka sabut kelapa.
Untuk mencapai Indikator tersebut diatas didukung oleh Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dengan dana pendukung sebesar Rp. 625.433.702,- direalisasikan sebesar Rp.612.345.605,- atau 97,9%.
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	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1.
	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja


	B
	BB
	-

	2
	Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
	95%
	98%
	103


Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yaitu :

1. indicator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, dengan capaian 100%, dimana target yang ditetapkan pada tahun 2017 dengan nilai BB namun terealisasi B.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah kategori B dengan pengertian baik. Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. 
2. Indikator kinerja persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan, dengan capaian 103%, dimana target yang ditetapkan sebesar 95%, terealisasi 98%.
Program dan kegiatan yang ada di Perubahan APBD 2017 Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 13 program dengan 68 kegiatan, dan jumlah pagu sebesar Rp. 18.883.008.437,-. Untuk realisasi fisik kegiatan semuanya 100% sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 18.355.462.878,-  atau 97,12%.

Untuk mencapai indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diatas didukung oleh Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan pagu dana pendukung sebesar Rp.53.137.828 direalisasikan sebesar Rp.46,898.450,-. Sedangkan untuk indicator kinerja persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan, didukung oleh Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan dukungan dana sebesar Rp.227.473.910,-  direalisasikan sebesar Rp.224.488.775,- atau 98,7%.
3.2 
REALISASI ANGGARAN

Plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp. 23.914.642.250 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus dengan biaya belanja tidak langsung sebesar Rp.5.031.633.813,- (lima millyar tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.18.883.008.437,- (delapan belas millyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Berdasarkan pagu anggaran tersebut (realisasi sampai 31 Desember 2017) adalah sebesar  Rp. 22.383.058.749,- (dua puluh dua millyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 94,82% dan untuk realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 18.276.043.677,- atau 96,79%. 

	URAIAN
	JUMLAH (Rp.)
	REALISASI 2017
	%

	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	90.000.000,-
	94.150.000,-
	104,61 %

	Pendapatan retribusi Daerah
	90.000.000,-
	94.150.000,-
	104,61 %

	BELANJA DAERAH
	23.914.642.250,-
	23.094.635.891,-
	96,57 %

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	5.031.633.813,-
	4.739.173.013,-
	94,19 %

	Belanja Pegawai
	5.031.633.813,-
	4.739.173.013,-
	94,19 %


Berikut realisasi masing-masing kegiatan yang ada di Tahun 2017, dengan belanja langsung Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp.18.883.008.437,-  terdiri dari 13 program dan 68 kegiatan, dengan uraian seperti tabel berikut :
	PROGRAM/KEGIATAN
	PAGU
	REALISASI
	%

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	18,883,008,437
	18,276,043,677
	96.79

	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	1,588,660,689
	1,524,521,872
	95.96

	1.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	13,450,000
	  . 13,312,500 
	98.98

	1.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
	266,000,000
	 . 249,751,184 
	93.89

	1.03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	100,000,000
	  .98,172,000 
	98.17

	1.08
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor
	513,500,000
	498,738,002
	97.13

	1.1
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	35,540,000
	35,532,000
	99.98

	1.11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	30,161,000
	30,161,000
	100

	1.12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
	13,520,000
	13,520,000
	100

	1.14
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	17,840,000
	17,820,000
	99.89

	1.16
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	55,000,000
	39,109,000
	71.11

	1.17
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah.
	484,000,000
	475,420,386
	98.23

	1.18
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
	47,099,689
	44,635,800
	94.77

	1.19
	Penyediaan Jasa Pembinaan mental dan fisik aparatur.
	12,550,000
	8,350,000
	66.53

	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	452,765,189
	412,486,752
	91.1

	2.08
	Pengadaan Meubeuleur
	75,000,000
	60,550,000
	80.73

	2.17
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
	125,000,000
	124,190,000
	99.35

	2.19
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
	105,000,000
	89,191,752
	84.94

	2.22
	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur
	7,086,587
	7,086,000
	99.99

	2.23
	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor
	27,478,602
	27,279,000
	99.27

	2.25
	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan.
	35,000,000
	26,705,000
	76.3

	2.42
	Pemeliharaan rutin/ berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi
	8,200,000
	8,180,000
	99.76

	2.43
	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan komputerisasi
	20,000,000
	19,880,000
	99.4

	2.46
	Pengadaan komputer dan Jaringan komputerisasi
	50,000,000
	49,425,000
	98.85

	1
	2
	3
	4

	Program : Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 
	31,000,000
	29,700,000
	95.81

	3.01
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.
	31,000,000
	29,700,000
	95.81

	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
	22,006,000
	20,877,774
	94.87

	5.03
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	22,006,000
	20,877,774
	94.87

	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	227,473,910
	224,488,775
	98.69

	6.04
	Penatausahaan Keuangan SKPD
	227,473,910
	224,488,775
	98.69

	Program : Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegitan dan Asset 
	83,137,828
	76,448,450
	91.95

	7.01
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
	53,137,828
	46,898,450
	88.26

	7.03
	Pengelolaan, pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
	30,000,000
	29,550,000
	98.5

	Program : Penanggulangan Kemiskinan 
	1,098,225,588
	1,016,514,308
	92.56

	10.01
	Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mengkoordinasikan dan Memadukan Program Penanggulangan Kemiskinan                    
	84,831,361
	77,066,059
	90.85

	10.02
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka menunjang Program Desa Tertinggal  (PDT)                                                               
	75,740,043
	72,188,137
	95.31

	10.03
	Pemanfaatan Sarjana ke Nagari melalui Program SPMN
	300,000,000
	279,405,125
	93.14

	10.04
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menunjang program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD)                 
	100,000,000
	96,087,471
	96.09

	10.05
	Koordinasi dan Pembinaan Kredit Mikro Nagari (KMN) 
	200,000,000
	170,416,317
	85.21

	10.06
	Penguatan Peran Tim Koordinasi Konversi Minyak Tanah ke LPG.             
	79,072,835
	78,656,474
	99.47

	10.07
	Pilot Project Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PKKPMD)
	157,932,084
	148,793,275
	94.21

	10.08
	Pembedayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan peningkatan masyarakat pedesaan.
	50,000,000
	49,251,550
	98,5

	
	
	
	
	

	10.1
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang Kegiatan Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP)                   
	50,649,265
	44,649,900
	88.16


	1
	2
	3
	4

	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Nagari 
	5,288,897,282
	5,212,280,087
	98.55

	11.01
	Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga                             
	150,717,025
	148,512,507
	98.54

	11.02
	Sinkronisasi program kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat                     
	24,758,664
	23,395,275
	94.49

	11.03
	Penilaian Nagari/Kelurahan Berestasi melalui Perlombaan Nagari/Kelurahan              
	600,708,965
	598,222,725
	99.59

	11.04
	Pemberdayaan Anak Sekolah Melalui Program PMT-AS                                         
	50,000,000
	49,268,499
	98.54

	11.05
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat                      
	150,000,000
	149,446,325
	99.63

	
	
	
	
	

	11.06
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dlm Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                
	50,000,000
	47,905,821
	95.81

	11.07
	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong
	100,000,000
	97,066,278
	97.07

	11.08
	Pendamping Dana Desa
	2,500,000,000
	2,460,480,800
	98.42

	11.09
	Pemberdayaan dalam menunjang KKN-PPM
	50,214,904
	49,061,225
	97.7

	11.1
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang TMMD/N                        
	1,612,497,724
	1,588,920,632
	98.54

	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha  
	67,407,873
	63,644,921
	94.42

	12.01
	Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Perdesaan                 
	11,542,744
	11,208,500
	97.1

	12.02
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)                       
	40,000,000
	38,484,971
	96.21

	12.04
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan
	8,312,544
	8,057,450
	96.93

	12.05
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam menunjang Pariwisata
	7,552,585
	5,894,000
	78.04

	Program : Pengembangan Teknologi Tepat Guna
	625,433,702
	612,345,605
	97.91

	14.01
	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaaan 
	325,433,702
	316,874,742
	97.37

	14.02
	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan                           
	150,000,000
	149,317,975
	99.55

	14.03
	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)                     
	150,000,000
	146,152,888
	97.44

	Program : Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 
	7,829,815,222
	7,674,732,458
	98.02

	15.01
	Pemberdayaan Masyarakat Secara Teadu di Nagari/ Desa dan Kelurahan Prioritas.                    
	92,317,001
	89,147,425
	96.57


	1
	2
	3
	4

	15.02
	Pemberdayaan Manajemen Pasar Nagari                   
	155,486,372
	149,052,200
	95.86

	15.03
	Pendataan Profil Nagari dan Kelurahan                           
	668,617,491
	664,793,300
	99.43

	15.04
	Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu                            
	1,900,000,000
	1,893,027,215
	99.63

	15.05.
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan TP-PKK
	1.724.133.854,-
	1.704.385.295,-
	98.85

	15.06
	Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Sumbar                     
	600,000,000
	588,040,617
	98.01

	15.07
	Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag)/Bumdes                          
	440,120,125
	395,292,675
	89.81

	15.09
	Koordinasi Pilot Project Masyarakat dalam Antisipasi Bencana
	48,925,475
	37,776,411
	77.21

	15.1
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembagunan Desa 
	50,214,904
	46,058,300
	91.72

	15.11
	Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
	2,150,000,000
	2,107,159,020
	98.01

	Program : Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari 
	718,185,154
	659,165,175
	91.78

	16.01
	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari            
	101,631,154
	98,146,700
	96.57

	16.02
	Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Nagari
	151,554,000
	132,808,750
	87.63

	16.05
	Pembinaan dan Penataan Nagari 2017 di Sumbar.
	185,000,000
	159,575,225
	86.26

	16.06
	Pembinaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari
	280,000,000
	268,634,500
	95.94

	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 
	850,000,000
	748,837,500
	88.1

	17:06
	Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/ Desa dalam Pengadaan Barang dan Jasa
	850,000,000
	748,837,500
	88.1


Pencapaian realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

	No
	Sasaran
	INDIKATOR
	Program/Kegiatan
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas
	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari            
	101,631,154
	98,146,700
	96.57

	
	
	
	
	2.
	Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Nagari
	151,554,000
	132,808,750
	87.63

	
	
	
	
	3.
	Pembinaan dan Penataan Nagari 2017 di Sumbar.
	185,000,000
	159,575,225
	86.26

	
	
	
	
	4.
	Pembinaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari
	280,000,000
	268,634,500
	95.94

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/ Desa dalam Pengadaan Barang dan Jasa
	850,000,000
	748,837,500
	88.1

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Pendamping Dana Desa
	2,500,000,000
	2,460,480,800
	98.42

	
	
	
	
	2.
	Penilaian Nagari/Kelurahan Berestasi melalui Perlombaan Nagari/Kelurahan              
	600,708,965
	598,222,725
	99.59


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan


	Lembaga kemasyarakatan Yang aktif:

· Posyandu Mandiri


	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga                             
	150,717,025
	148,512,507
	98.54

	
	
	
	
	2.
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan TP-PKK
	1.724.133.854,-
	1.704.385.295,-
	98.85

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu                            
	1,900,000,000
	1,893,027,215
	99.63

	
	
	· LPM
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Sumbar                     
	600,000,000
	588,040,617
	98.01

	
	
	· KAN
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1.
	Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
	2,150,000,000
	2,107,159,020
	98.01

	3.
	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan


	Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan  yang aktif
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha  
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	1
	Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Perdesaan                 
	11,542,744
	11,208,500
	97.1

	
	
	
	
	 2
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK)                       
	40,000,000
	38,484,971
	96.21

	
	
	
	
	
  3
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan
	8,312,544
	8,057,450
	96.93

	
	
	
	
	
  4
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam menunjang Pariwisata
	7,552,585
	5,894,000
	78.04

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Koordinasi dan Pembinaan Kredit Mikro Nagari (KMN) 
	200,000,000
	170,416,317
	85.21

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag)/Bumdes                          
	440,120,125
	395,292,675
	89.81

	
	
	
	
	2
	Pemberdayaan Manajemen Pasar Nagari                   
	155,486,372
	149,052,200
	95.86

	
	
	· Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang TMMD/N                        
	1,612,497,724
	1,588,920,632
	98.54

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penanggulangan Kemiskinan
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	1
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menunjang program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD)                 
	100,000,000
	96,087,471
	96.09

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Pemberdayaan Masyarakat Secara Teadu di Nagari/ Desa dan Kelurahan Prioritas.                    
	92,317,001
	89,147,425
	96.57

	4.
	Meningkatnya pendayagunaan SDA dan TTG di Pedesaaan


	· Jumlah sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penanggulangan Kemiskinan
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Pembedayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan peningkatan masyarakat pedesaan.
	50,000,000
	49,251,550
	98,5

	
	
	
	
	2
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang Kegiatan Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP)                   
	50,649,265
	44,649,900
	88.16

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembagunan Desa 
	50,214,904
	46,058,300
	91.72

	
	
	
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Nagari
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat                      
	150,000,000
	149,446,325
	99.63


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	· Persentase alat TTG yang dimanfaatkan masyarakat
	Program

Kegiatan
	:

	Pengembangan Teknologi Tepat Guna
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaaan 
	325,433,702
	316,874,742
	97.37

	
	
	
	
	2
	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan                           
	150,000,000
	149,317,975
	99.55

	
	
	
	
	3
	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)                     
	150,000,000
	146,152,888
	97.44

	5.
	
	· Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja


	Program

Kegiatan
	:

:
	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegitan dan Asset
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
	53,137,828
	46,898,450
	88.26

	
	
	· Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
	Program

Kegiatan
	:

:
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
	
	

	
	
	
	
	1
	Penatausahaan Keuangan SKPD
	227,473,910
	224,488,775
	98.69


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang telah selesai disusun, menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 diukur dengan 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. 
Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2017 ini dapat dicapai dengan sangat baik. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja mencapai 104%.
Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban     amanat    telah    ditunjukkan    dengan     sungguh-sungguh.
Namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan. Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat yang sangat strategis mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja.

�





SASARAN  1 : 	MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA YANG BERKUALITAS 








SASARAN  2  : 	MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN








SASARAN 3 :	MENINGKATNYA USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN








SASARAN 4 :	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI PERDESAAN





SASARAN  5 :	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI
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